BAB IV

ANALISTS PERALTHAN TANAH WAKAF MASITD JAMI-UL
MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Faktor Pcralihan Tanah Wakaf Masjid Jami‘ul Muttagin di
Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Wakaf mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak
hanya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan dan sosial,
tetapi juga sebagai sarana peningkatan potensi perekonomian, salah satunya yaitu
untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dilestarikan dan
dikembangkan pemanfaatannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab Il bahwa proses perwakafan
tanah yang diperuntukkan bagi masjid Jami‘ul Muttaqin, dalam hal ini dilakukan
oleh bapak Syai’un selaku wagif memang sudah tepat syarat dan rukunnya. Akan
tetapi disini terjadi peralihan tanah wakaf dikarenakan adanya gugatan dari salah
satu ahli waris bapak Syai’un yaitu (ibu Toka) yang mana ibu Toka tidak setuju
kalau tanah tersebut diwakafkan. kesalahan dari bapak Syai’un pada waktu
musyawaroh tidak diketahui oleh ahli warisnya (ibu Toka) sehingga ibu toka
menggugat tanah yang sudah diwakafkan tersebut sudah menjadi miliknya.
Akhirnya bapak Syai’un mengganti tanah wakaf tersebut dengan tanah milik ibu

Tasmi’ah (istri bapak Syai’un).
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Disini peneliti merasa sikap ibu Toka tersebut terlalu egois, karena
secharusnya ibu Toka tidak menggungat tanah yang sudah diwakafkan oleh
bapaknya. Walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada ibu Toka, dan
seharusnya ibu Toka mau di beri pengganti tanah yang telah diwakafkan tersebut.
Sehingga tidak perlu terjadi kasus peralihan tanah wakaf seperti itu. Karena dengan
mewakafakan tanah bapak syai’un akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai

wagqif meninggal dunia sekalipun.

Peralihan tanah wakaf masjid Jami‘ul Muttaqin ini terjadi setelah adanya
musyawaroh antara keluarga wagif, nadzir, dan pihak-pihak terkait. Setelah terjadi
kesepakatan tentang peralihan tanah wakaf tersebut wagif langsung memberi ganti

tanah wakaf untuk pembangunan masjid Jami’ul Muttaqin.

Menurut pandangan penulis, alasan peralihan tanah wakaf yang dilakukan
oleh wakif tersebut dengan berdasar pada kemaslahatan, kerena apabila tanah wakaf
tersebut tidak diganti maka akan terjadi mis harmonis antara orang tua dengan
anaknya. Schingga terjadilah kasus peralihan tanah wakaf yang berada di desa

petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami‘ul

Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
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Masalah ini dibahas dalam dua perspektif, yaitu terlebih dulu dengan hukum
positif dan kemudian dengan perspektif hukum Islam, penulis akan memaparkan
dan mengkorelasikan dengan konsep maslahah yang menjadi permasalahan
peralihan tanah wakaf masjid Jami‘ul Muttagin di desa Petiyintunggal
kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

1. Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap
Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami‘ul Muttagin.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan
bahwa “ Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan,
disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk
pengalihan hak lainnya.! Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat
bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh
pemerintah.

Penggantian ataﬁ péralihan tanah wakaf masjid Jami‘ul Muttaqin di desa
Petiyintunggal ini dilakukan atas dasar keinginan wakif sendiri dikarenakan ada
masalah dengan ahli warisnya, schingga tanah yang awalanya diwakafkan
menjadi milik ahli waris dan dikelola kembali wakif, Setelah bermusyawarah
wakif dan nadzir sepakat supaya pembangunan masjid tersebut dialihkan

ketanah yang lain.

" UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal 126
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Untuk tanah wakaf masjid yang berubah status harta benda wakaf karena
dialihkan dalam bentuk peralihan lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam
UU Perwakafan BAB IV Pasal 40 dan dalam BAB VI tentang Penukaran Harta
Benda Wakaf Pasal 49-51 ini juga hampir sama keadaannya dengan apa yang
telah penulis deskripsikan tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami’ul
Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam
realitanya, kejadian tersebut jika ditinjau dari segi Perundangan-undangan yang
berlaku, ini menjadi sah dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang persyaratan wakaf, Hal itu
dapat diketahui, karena sertifikat tanah sebelumnya itu terbit setelah adanya
pelaksanaan peralihan pembangunan masjid.

Menurut pengamatan peneliti bentuk peralihan tanah wakaf yang dilakukan
oleh wakif ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena setelah
terjadi peralihan tanah wakaf wakif dan nadzir tidak melaporkan kasus tersebut
Ke PPAIW, dan peralihan tanah wakaf tersebut tidak mendapatkan izin dari

menteri dan tidak berdasarkan pertimbangan BWI.

Jadi menurut penulis, tanah wakaf masjid seperti yang terjadi di masjid
desa Petiyintunggal ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan
dengan cara meminta izin kepada instansi terkait untuk meninjau kembali dan
menetralisir adanya sertifikasi tanah pengganti tanah wakaf sebagai

pembangunan masjid Jami’ul Mutaqin yang sampai sekarang belum
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disertifikatkan, karna bagaimanapun peralihan tanah wakaf itu harus dilaporkan

ke PPAIW tanpa adanya setifikat tanah itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami‘ul

Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Di lingkungan masyarakat Islam khususnya Indonesia sering
memahami secara kurang proposional tentang ajaran wakaf itu sendiri,
pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh
beberapa pandangan imam madzhab, seperti imam Malik dan imam Syafi’i
yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak®.

Pendapat-pendapat tersebut seperti, golongan Malikiyah berpendapat
tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak
walai.lpun benda itu rusak atau sudah tidak menghasilkan sesuatu, Imam
Syafi’i sendiri dalam masalah tukar menukar hampir sama dengan pendapa
imam Malik yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta benda
wakaf.’ Menurut abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang boleh menukar
atau menjual barang wakaf yang sudah tidak memiliki manfaat, pendapat
kedua imam tersebut cukup luwes memberikan peluang terhadap pemahaman

baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek

Nepartemen Agama R1, Paradigma Baru Wakaf di Indonesi, Direktorat Pengembangan Z.akat dan
Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hal 67.

3 Ibid.
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kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-

benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan yang lebih nyata. *

Maka dari itu, penulis menilai dari keabsahan dari kasus ini telah
mengundang kontroversi dari berbagai kalangan Fugaha antara boleh dan

tidaknya bentuk-bentuk peralihan tanah wakaf, antara lain:

a. Mazhab Hanafi

Dalam perspektif mazhab Hanafiyah ini, beliau mengatakan
penukaran adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada maslahat yang
menyertai praktek tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan
keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah.
Menurut mereka, penukaran boleh dilakukan oleh siapa saja, baik wagif
sendiri, orang lain maupun Hakim tanpa menilik jenis barang yang
diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak
terurus), bergerak maupun tidak bergerak. Dalam literatur-literatur kitab
mazhab Hanafi, dapat kita temukan bahwa penukaran diklasifikasikan dalam
tiga kategori berbeda, sesuai dengan kehendak wagif Tiga kategori tersebut
adalah:

1. Penukaran disyariatkan oleh wagif

* Thid.



2. Penukaran disyaratkan oleh wagif baik ia tidak menyinggungnya sama
sckali atau jclas-jclas mclarangnya. Scdangkan di sisi lain. Kondisi mawquf
sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.

3. Penukaran {idak disyaratkan wagif, Sedangkan mawguf masih dalam

keadaan terurus dan berfungsi. Tetapi ada barang pengganti yang dalam

kondisi menjanjikan.®
b. Mazhab Malikiyah
Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penukaran barang wakaf
vang tidak bergerak. Kecuvali dalam keadaan darurat vang sangat jarang. terjadi,
Malikiyah membagi ke dalam dua kategori:

Pertama barang tak bergerak tersebut tidak bisa dimanfaatkan, namun
dikemudian hari masih ada harapan dapat dimanfaatkan, dan seandainya benda itu
dibiarkan sementara waktu tidak akan rusak. Dalam kasus seperti ini benda itu
tidak boleh ditukar apalagi dijual.

Kedua: Barang tak bergerak tersebut tidak bermanfaat lagi dan tidak bisa
diharapkan akan bermanfaat kembali, atau akan mengakibatkan kerusakannya
jika dibiarkan. Dalam kasus seperti ini, dikalangan ulama Maliki terdapat dua
pendapat:

1. Benda tersebut muthlak tidak boleh diganti.

®M. Abid Abdullah, 2004, Hukum Wakaf, Hal. 349
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2. Kita harus membedakan barang tersebut, apakah berada di dalam atau
berada dalam luar kota?
- jika benda itu berada di dalam kota, semua ulama Maliki melarang
penggantiannya. Hal ini dikarenakan barang yang berada di dalam kota
Kemungkinan besar dapat diperbaiki.
- Jika terdapat di luar kota. Barang itu boleh diganti menurut sebagian
ulama Maliki.®
c. Mazhab Syafi’i
Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi’i dikenal
lebih berhati-hati dibanding ulama yang lain, sehingga terkesan seolah olah
mereka muthlak melarang penggantian atau penukaran dalam kondisi apapun.
Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau
penyalahgunaan barang wakaf. Mengenai hukum barang yang tidak bergerak,
ulama Syafi’iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab mereka. Hal ini
mengindikasikan mereka seolah-olah meyakini bahwa barang wakaf yang tak
bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya.’
d. Mazhab Hambali
Mazhab Hambali Memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti
barang wakaf, yaitu dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan

kemaslahatan. Menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan atau penggantian

S Ihid, hal. 366
" 1bid, hal. 371.
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barang wakaf adalah haram. Tetapi, hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat
demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh
umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan
darurat.®
Dari keterangan ini. Kita melihat bahwa ulama Hanabilah membatasi izin
penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat.
Mereka juga menfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi
memperbaiki yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan
e.Madzhab Ja’fariyah
Berkaitan dengan masalah penggantian barang wakaf, ulama Ja’fariyah sama
dengan ulama Syafi’iyah yang sangat hati-hati dalam membolehkannya mereka
berpegang pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.
Dari paparan diatas, bisa kita simpulkan bahwa ketiga madzhab yaitu Syafi’i,
Maliki, dan Ja’fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan
penjualan dan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang
praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.
Disisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin
melakukan praktik itu, mereka berpendapat, jika mereka melarang penjualan atau
penggantian barang wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk

orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf, akibatnya barang wakaf bisa menjadi

8 Ihid, hal 375.
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rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami, larangan
ini hanya akan mcrugikan kesclurvhan umat, khususnya kaum fakir miskin yang
telah ditentukan sebagai penerima wakaf, itulah pendapat kelima madzhab.’
Berdasarkan pemaparan di aias, maka sangal mungkin uniuk adanya peralihan
harta wakaf yang sudah terbengkelai, ataupun harta wakaf yang ditujukan demi
mendapatkan pahala dan kemuliaan, atau mungkin juga merubah persyaratan

pewakaf,

Dari pemaparan‘- sebelumnya, bahwa kedua mazhab Hambali dan Hanafi
terkesan memperbolehkan praktek ini. Namun, di sisi lain mazhab Syafi'i dan Maliki
terkesan berhati hati dalam praktek ini,'® karena peralihan tersebut cenderung tidak
ada indikasi mendesak. Mereka, dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu
abadi dan harus dijaga serta dipelihara, tanpa harus ada peralihan. Sebab, tanah
wakaf tersebut telah menjadi milik Allah, yang pada kenyataannya tanah itu masih
bisa dimanfaatkan, sehingga barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara
mempergunakannya sampai habis, dan barang tersebut tetap memiliki satu unsur
yang menjadikannya barang wakaf. sehingga tidak boleh digantikan.

Berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama tentang perubahan wakaf,
dapat dikatakan bahwa masjid ini telah menerapkan tentang pentingnya menjaga
nilai dan manfaat wakaf dengan cara melakukan perubahan yang lebih besar

manfaatnya. Dengan cara mengalihkan pembangunan masjid tersebut ke tanah lain

% Ibid, hal 349-381.
1 1bid, hal 371.
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yang tanahnya lebih luas dari tanah wakaf sebelumnya dan lebih strategis dari
rumah warga, sehingga masyarakat Petiyintunggal mempunyai sarana ibadah yang

layak digunakan untuk bersama.

Pada akhirnya bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai
manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung
jawab kepada wakif dan berkaitan juga denga tujuan wakaf itu sendiri. Akan
tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau
sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi ataupun juga akan
dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, maka demi kepentingan
dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu
sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga
manfaat yang dapat dirasakan, dan terus bersambung sebagai amal jariyah bagi

si wakif,



